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BAB I

PTiNDAHTJT,TIAN

Sebagai kesatttan integral, kerntxlian birokrasi pemerintalran r, i

dihadapkan pada pelaksallaan tlLra fungsi pokok, yaitu firngsi sebagai abcli lcgara
dan abcli masyarakat. Kedua fturgsi ini kemurlian terceflnin dalam tugas pokok
Para Aparatur penreritltah yaitu tugas umum pemefintahan, pernbangunan t1a.
kernasyarakatan.

Illrokrasi pernerintah claerah sencliri sernakin dituntut untuk menyadari da,
nrenghayati fiurgsinya, baik sebagai abdi negar-a rl-rilrpr,, sebagai abcli masyar.akat

seiringga semakin mampu tttembedkan pelayanan kepatia rnasyarakat secara tcl)?rt,

cepat, atnan dan pasti serta clapat clipertanggungiarvabl<an. [)crrgarr clerrrikil,
masyarakat selaku pelaku uliuna petnbangunan akan merniliki pcluang yang lcbilr
besar mttik rnengambrl bagial clan berpartipasi aktif claiarn berba.lai kegiatarr
pernbangunan.

Oleh karena itulah Gans-Garis Besar Haluan Negara memberikap araSan
bahwa sasararr pernbangu,an tritrang para Aparatm negara clitr4ukan kepada
'lneningkafitya kemampuan lernbaga dan adrninistrasi negara aparat sebagai abcli
Ilegara dan abdi masyarakat unttft mewqjuclkan aparat yang bers h dan
berwibawa", yang kemudian disempumakan dengan GBHN hasil siclang Urntur
MPR 1999 rnelalui TAp MpR Nornor IV/MpR/ r 999 yang nrenggariskan perrunya
penyelenggaraan negara sebagaimana dirumuskan clalarn t3idang
PolitilCPenyelenggaraan Negara butir 3 sebagai berikut :

I .1.1 Membersihkan pe,yelenggara negara dari praktek korupsi, kolusi.
nepotisne dengan rnemberikari sanksr' seberat-beratnya sesuai de,garr
ketentuan hukum yang berlaku, meningkatkan ef,ektivr'tas pengawasan

inter-nal dan frurgsio,ar serta pengawasa, masyarakat, darr

mengembangkan etik dan moral.

UNIVERSITAS MEDAN AREA



i .1 .2 Mentngkatkan kualitas para Aparatur

kesejahteraan dan keprofesionalisme

karier berdasarkan prestasi dan pnnsip

sturksi

negara dengax rnemperbarkr

serta nrentberlakukarr sis(cnr

mernberikan penghargaan dan

1.1.3 Melaktrkan pemeriksaa, terhadap kekayaan pejabat negara clan pe-jabat

pernerintah sebelurn dan sesudah memangku -labatan dengan tetap

menjunjung tinggi hak huktun dan hak asasi manusia.

I l '4 Meningkatkan firngsi tlan keprofesinalan birokrasi cialarn nrelayani

masyaretkat dan akttntabilitasnya dalarn mcngclola kckayaan rlegaril

secara fi'ansparan. bersih, clan bebas tiari penyaiahguneran kekuasaal.

I ' l '5 lv{eningkatkan kesejalrteraan Pegiiwai Negeri dan l'entara Nasro.al
Indonesia/Kepolisisn Reptrblik Incloriesia unruk melcrptakarr p.ra

Aparatur yang bebas korupsi, korusi, rrepotisnre, lrcrta.ggu,glawab,
prof'essional, prodtrkti{. dan efisien.

1.1.6 lv{ernantapka, netralistik poritik pegawai Negeri de,gan rnenghargai hak-

hak politiknya.

Untuk mewujudkall sasaralr tcrsebut kernuc'lian kebijaksanaa,
pernbangtutalt Para Aparalur negara cliarahkan pacla peningkatan kpalilas para

Aparatur negara, Iirngsi kelernbagaan negara dan lernbaga pemerintahan scrla
ketatalaksanaan. Dengan tekacl untuk merungkatkan kernarnpuar ulhrli
rnelaksanakan keseluruhan penyelenggaraan negara termasuk penyelenggaraarr

tugas umum pernerintahan, pembangtmzur, dzur bina kemasyarakrrtan dengan

efektif, efisien, dan terpadu; maka upaya peningkatan kualitas para Aparatur
negara ditttjukan kepada terwujudnya pemerintah daerah yang sejahtera, bersih,
berwibarva, beretika, ber-tanggungiarvab, professional, propors onal, tlan penulr
pengabdian dalam era reformasi.
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Sejalan dengatt pettyclenggaraan oton<lrni clengan titik beral pucla

Kabupaten/Kota, maka diirarapkan bahwa pelal<sanaan ftrngsi pelayanarr

tttasyarakat (l'ublic Service) oleh birokrasi perncrintahan daerah akan rnenjatii

lebih et-ektif, efisien, ekstensif dan intensif. llal derlikian aclalah logis. kare, a

KabupatenlKota lah yang lebih dekat dengan rnasyarakat, Kabupatel/K rta la5

l'aitg langsung bergubrutgan cieugan masyarakat, sehingga tirha:'apkan tlapat lebilr
tnengerli dan rnemaltatni tttttttk kemudian rnarnpu rnernenuhi aspirasi-aspirasi

masyarakat tanpa adanya sekat, dengan tolak tLkur penyeler.ggaraan ulrsap prrblrli
( pernerintalran ) yan g mentperhatikan aspirasi publ iknya.

[)cttg:ttt delnikiarr rva.iarlah apab la clalirrrr Pcnjclasan I Jlrtlalg-{ jptllrrrr

Nollror 22 '['ahtrn 1999 'l'entang Pernerintahiur Daerah, rlisebutkan balrwa
pelaksanaan otottomi daerah -yang luas clan utuh ditetakkan pacla Kabupaten/rKota

dengan ,rerujuk pada kepentingan pendekatan jarak/jenja.g dengzur antara yang
memerirrtah (the governor) denganyang cliperintah (the gottente tl).

Sistern Penrerintaltan Daerah sebagai cerrninan dari pelaiisimaan azas

clesentralisasi secara nyata tentu berpengarult terhadap kinerja birokrasi
Pemerintalt Daerah khususnya dalam menulUang tugas-lrrgas pemcnpta6arr,

pembangtutan dan kemasyarakatan, fiiengingat ciaerah yang dibentrrk berclasarliap

azas desentralisasi ini berwenangdiur leluasa urtuk menentukan dan melaksanakan

l<ebijzrkan mentrut prakarsa sendin berdasarkan aspirasi dan pr.cfbrerrsi

niasyarakat.

Dan,untuk itulah drperlukan adanya kapabilitas Sumber Daya Manusia

,yang memadai, baik dari segi kuantitas l.natrpun kualitas yang kenruclian nrentlapat
pellgawasalt dari wakil-rvaiiil rakyat sesuai dengan peran dan tirngsi sebagai

badan legisllatif dalam pemenntahan di daerah untuk mengka_ji akuntabilitas clan

responsibilitasnya.

Walaupun secata definitif pengertian pengarutr itu beiurn ter.jabarkan

dengan baik, Gary Yukl (1994 : 163) nrengatakan bahr.va pengaruh adalalr seiruair

kata yang kelihatannya setnua orang nrengcrti secilra intuitit. Dairun istilah unu-uu.
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pengaruh hanya menlpakan ef'ek dari suatu fihak (agent) terhadap pihak laip

(larget) dalarn tatanan organisasi. Dengan dernil<ial apabila pengarrrh penriprpirr

dalan organisasi .jolek rnaka .ialannya organisasi pasti tidak baik, sel-rlilinya

apabila pengartrh pe,miurpirtrtl'a cliterjrna oleh anggotanys fusro.ti beseu- Sarapiirr

organisasi akan berhasil.

Bagaimarla caranya agar pengamh sumber daya aparatur dapat berhasil 'i.

Williarn,,\. Cohen (1996. 8l)mengatakan ada ernpat strategr pangaruh clasar.

yaitu :

l. Buiukan, yaittt suatu stratcgr pengaruh untuk membuat orang lain melgikuti
pirnpinan.

2. Perundingan,vaitu nlempengaruhi orang lain dengan cara berunding dengarr

mereka untuk n:encapai pertyelesaiiur ymg bisa cliterxna nrasing-masi1g.

3. Keterlibatan, vaiftr membuat orang lain ikut terlibat dalam apa yar)g seclar-Lr

diinginkan trntuk clilakttkzrn, sehingga yang diinginkan tersebut pellacli

keinginan bersama katena strdah menjadi keinginan bersarna lalu tanggulg
jawab untuk keberhasilan.iuga rlenjadi sasaran bersuna.

4. Arah, yaittt pengarahan, pengarahan ini chlakukan apabila waktu sangrit

terbatas dan tidak sernpaf unnrk melaktLi<annya strateg-i lain.

Sedangkan tmtuk meningkatkan 1 engaruh ada 3 cara menurut Kennetlr

Schatz & I-inda Schatz (i995 : 4t * 48)yartu :

l. Ajukan pertiuryaan pengaruh, misalnya apa yang telah (tidak) saya lakukan

sehingga hal itu teryadi (iidak ter-iadj).

2. Ambil strdut pandaltg yallg bermanfaat. Yang drrnaksud dengan sudut pa16a1g

adalah kebiasaan atau praktek yang clilakuka, secara berulang.

3. Gurrakan orang-orang yang ada di sekeliling sebagai cermin, artinya

mempergtlllakan orang lain untul< mentperoleh umpan balik dalarn nremuhami

diri sendiri.
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Kalau disimak kembalt apa yang diurarkan cii depan yaitu rnengenai proses

dari organisasi tersebtrt nraka clapat cliarnbil pengertian bahwa organis4si aclalah

tempat trerkttmpttl sekelornpok tttanusia rmtuk mencapai tulr err bersanra yapg

telah cliterapkan.

Dikaitkan clenga:t petttaltaman terhadap ihnu pernerintah, adala6 cukup

relevan .iika diartikan organisasi pernerintalr merupakan organrsasr ,ylrlg
tnenyeleltggiu'akan aktifitas pemerintah di rnana tujuan utamanya aclaiah

nte[ingkatkan pelayanarr publtk kepada ar]ggota nrasyarakat, seilar g ilirrraksurl

dengan petnedntah di sini adalah Pernerintah Kr;lurahan yang dipinrpin olcir
seorang Ltu'alr sebagai Kepala l)emerintah )/ang mcrupakan periirrgl<af penrerintair

Daerah dan langsung bersenttrhan pacla rntensitas pelayanan kep rda rlasyarakat.

Orgarrisasi Kelurahan ntelaltri apa:atnya hanrs malnpg rlernepuhi
kcbutuhan a,ggota masyarakatnya, khususnya kebutuha, di bidang pe,ayanan

publik. Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat baik clari suclut kualitas
maupun kuantitas menrbawa irnplikasi pada rneningkatnya beban pemenntalr

Kelurahan, sementara di pihak lain sumber da.ya rnanusia (Aparat Kellruhal)
relatif belum bisa rnengikuti eskalasi perkembangan tugas (over loacled),

Taliziduhu Ndraha (1991 : 198-201) nrengatakan Pernerintah Keluraharr

adalah Kepala I(elurahan (t,urah) atau Kepala Kelurahan tlibantu oleh perangkat

Kelurahan yang mempunyai pengelompokan tugas sebagai berikut :

l. Tugas pelayanan dan penyuhftan masyarakat (ke luar)

2. Tugas pelayanan terhadap atasan dan Runrah 'f'angga Kantor Kelurahan (kc

atas dan keluar).

Datzurgnya era pelaya,a, terbaik kepada pelanggan (custorner) sangat
relevan dengan prinsip da1'a trlnt clalam era sekarang irri khususnya dalarrr

ntemasuki abad ke-21 atau jaman globalisasi. Oleh karena i u faktor Sumber Daya

Aparatur dan Birokrasi Kelurahan layak diteliti, karena clirluga mempunyai
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peranan yang cukup besar atau positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan

publil<.

6
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BAI} II
FLINGSI DAN PERAN KEI,TJRATTAN

Pemerintahan menurut aliran kontinental (rnadzab ISth Centur.,,

Benevolence) clitafsirkan sebagai pelaksar aan rnandat bagi realisasi nrjuan negar.a

(the v'ili o/'the :ttote)yang diatur olelr konstitusi untuk melvujuclkan kesejahteraal

(commonwealth) bagr warganya (cilizen) ciengan pemberian pelayanan pulrlik

lpuhlic service delivery) dalam beragam jenjang pemerintahan (rntrltrleyt:l

ltureattc ra t i c ugencli).

f)alant liasus Indoltesia perarr pernerintahan dalarn batas-batas tertentLr

telah didelegasikan kepada (pernerintah) daerair yang sekarang diatur dengan L_rll

No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah.

Undang-LJndang Nornor' 22 Tahun 1999 tentang Pernenntahan Daerair

rnendefbnisikan bahr,va Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraarr

Penteritltahat f)aerah Otonotn oleh Pernerintah Daerah ilan DIrllD rnenrrrut azas

desentralisasi berperan dalanr mengatur, mengarahkan, nrencloroug, lnelgatvasi,

rnengendalikatr, tnengayonri tlalam rangka untrrk melakukan pemeliharaup

orgattisasi atau tnerevitalisitsi organisasi, guna cliperolclr cfbktivitas tlan clisicnsi

orgarilsasi secara proporsional.

Sedangkan pengertian penterintahan menurut Ennaya Surailinata ( I 996. 6 )

dapat dibagi rnenjadi 2 (dua) yaitu :

"Pengertian dalam arti luas dzur dalam arti sernpit, pemerintaha,

clalanr arti luas adalah segala kegiatan baclan-badan publik arrg

rneliputi kekuasaan legislatifleksekutif, dan yutlikatil' dalanr usaha

mencapai tt{uan negara, sedangkan dalarn arti senrpit aciaiali

segala kegiatan ttadan-badan publik yallg hanya rncliltrrrr

kekuasaan cksekrrtif '

7
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Pemerintah Daeralt merupakan pclt*sanaan desentralisasi kewenangalr

pemerintah pusat kepada ctttitas orgartisasi \ ani rnenlllurryai wcwerrang trntrrl,

nlengatur dan mengttrus rulnah tarlgganya sendiri yang penyelenggaraanlya

dilakulian oleh birokrasi dan badan-badan kedinaszrn layanan masyarakat, dalarn

rartgka azas desentralisasi. Dalarn pandangarurya Errnaya Suadinata tersebut

rnaka badan-badan kedinasan pemerintah daerali adalah merupakan pemerintahan

dalam arti sempit.

Pemerintahan menurut Karl w. Deutch (1979.7) pada hakekatnya

merupakan "constittttional an'angelrent tlrrorrgh govemment pubtic itrstitutiols irr

order to realiz.e the will of the state in the lbrm of lbrmulation public prrpose aurl

its execution lvith the provision of service delivery,,,.

Pemerintahan juga dapat diartikan sebagai pemrosesan tujuarr ncgara (t/ir
t'vill rl the slqte') melalLri lembaga-lernbaga otoritatif iottthrtritative bpclii:,s)

terutana birokrasi untuk nrelaksanakan mandat publik (pttblic rrundatorv) dalarrr

pelaksatraatt penetapan/prodrLk legislasi (lcgr,s'lcrlit,e enat:tnte-nt) yang berupa

pelayanan publik yang berupa barang dan jasa pemerintahan.

Berikut ini clisatikarr seltk beluk teori pernerintahan, bahwa : pernerintah

dapat melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan r.ugralr

tangganya. Pemerintah daerah dalarn memberikalt Iayanan kepada masyarakat <lan

mempunyai visi dan misi yang jelas dalarn memenuhi kesejahteraan rlasyarakat.

Pengelolaan proses (administrasi) pernerintahan, pacla gilirannya cliperluhan

pengelolaan kepentingan publik yang membcn pcrhatian terhadap berbagai

kepentingan ntasyarakat untuk tnelibatkan dirinya dalanr proscs pesyssupap

keinginan bersanra (general will) bagi kernanfaatan bersama, yang telalr

disalurkan melalui lernbaga penvakilan yang berupa preferensi publik.

Dalarn perspektif adrninistrasi dan atau manajemen pemerintahan vang

berjenjang (pusat-daerah) selanjutnya dapat dijabarkan dalarn tatanan kaitair

proposisi kltusttsrtya dalarn ltal perzur pelayanan publik yang rnerlbaSas periur

aclministrasi/birokrasi pemerintaharl, yang memeclornani susunal allr fil<ir cialarn
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Ilubungan ini rnaka dapat dipetik beberapa penuertran adrnrnistrasi (negara) dalarn

rrrmusan berikut ini.

Walters dalam Dann Sugandha ( 1989: I i ) rnenyatakan bahwa :

"Administrasr ttl.ru,rn)1a iiirumrskar sebagar tindakan ata, prose s

adminii;trasi yaitu pelaksanaan tugas eksekutif clari suatu Iernbaga,

penvakilan, dan sebagainya, hal itu berarti pulzi manajcnrerr ata.
mengendalikan pelaksanaan kegiatan. Keaclaan ini menunjukktrn bahwa
pada umumnya istitah "to rnanage" dan "lo aclminister,, seringkair

dianggap sarna".

George Prederickson ( I 998: I -2 1 ) menyatakan bahwa :

"Administrasi negara yang baru dan rnodern (Neu, pttblic Admini.stratirtr)
mempersoalkan dengarr rnutlak perlunya disain birokrasi 1,ang sintetik <ian

holistic yang mencakup dimensi r:rika profesionalisrne, dernokrasi.
partisipasi, efisien dan peihatian ter'harlap clinarnika interlal, perilaltrr

sofistikasi proses nranajemen pemerintalran serta adanya penyelarasan

yang bersifat kooptif dan adaptif bagi pelayanan preferensi publik,,.

Selain tinjauan termaksud, masih dirasakan perlunya rneninjau pentingr.,a
peran administr,lsi pemerintaltatr dalarn penuxtrsiln clan irnplemeltasi kelriiakarr
pemen)rtahan rlaerah sebagai konsekuensi larjut. Brnbanan peran clinraksud
tentulah menlrntut adanya disain penangallan (proses) mana-iemen dan orgalisasi
pemerintahan yang tidak ketinggalan zanran dan berwaw rsan masa depan yang
dapat berinterakasi secara selaras dengan hurtutan lingkungannya sebagaimana

di kemui<akan Ermaya S uradi nata ( I 996 : 6', yaitu :

9
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"... .'.. ... dalam praktek penyelenggaraa, pernerintahan diperrukan
pengurusan, negara yan,g rnemperlratikan aspek ekologis terutama rlalaui
kecabargan eksekutif yang tercennin dalam aktivitas ach,inisrrasi
pemerinlahan yallg d cnto kratik parti s ipat i I,,.

Josef Riwu Kaho ( I 9tt5: I 7) rnenjelaskan teon ini, yakni :

"llahwa penyillttralt "?lutot.lous encrgies" rlitpat nrcnetralisisr.konllil<-
ko,flik penyelerggaraiur proscs per.erintarran tJi ti rgka{ rokar yang
tercennfit dalam dernokratisasi ttranaienrcn penrerintah. rJalarn alokasi cian

distribusi barang dan .jasa-jasa perayanarr pubrik sebagai lio,traprestasr
pengorbanan yang diberikan oleh warganegara...

Pendapat ini jtrga dikernukakan oleh llintoro'l.jokroarnidjol o ( 1986.17)
dalarrt bukunya yang ber.itrdrrl r\clrnrnistrasi Pernbangur)an yar)g nlenggarrs bsrvllri
pentingnya pemba,gunan sumber rJaya adrninistrasi dalam pcrspektil.
pe mbangman adurini strasi cian a ctninisr rasi pern ba ngunan.

Sarundayang (1994:30) rnenjelaskan hakekat pentingnya keberadaal [,oca]
S,;lf Governrnent. 1,akni :

"Bahwa dalam kebemdaan "Local self Govenment,, amat diperlukan bagi
distribusi kewenanga, dan kontrak dengan wiirga yang rneniscayakan
perlurya administrasi pernerintahan yang terkoordinasi da1 efisien, ymtuk
menghindarkan kekeii.ran birokrasi yang bergaya sentralistik,,.

Adrninistrasi dan rnanajemen pemerintahan daerah suatu proses yang
mengatu dan sistenratis dalarn penyelenggaraan alokasi, distdbusi dan pelaytirarr

10
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publik di daerah sebagaimana dikemukr ka:r Dann suganclha (19g9:50) dalanr

artian, sebagai berikut :

"Proses achninistrasi merupakan suatu proses yang sistematis dalaur

arli teratur, tersusul'l tnenurut umtan-urutannya yang logis, Karena itu

prosesnya akan rnengikuti pula prosedur-prosedur dcngan tata kcrian-ya

yang telalr dianalisa sehingga akan tnenghasilkan sesuiltu secara

efisien".

Definisi administrasi perneimtahm berarti rnenata suatu pekerjaan tilrr
Inelaksanakannya tugas-tugas petnerintahan sebaik rnungkin grma melcapai suarir

tujuan yang telah dirumuskan d.h.i konstitusi atau tcpatnya yang berstunber pada

kaidah legal fonnal.

Pcnnasalahalt datt talltallgiut utarna daliun suatu organisasi Jlcnrcriplirlrirl
daerah adalah masalah pernbinaan atau pengernbangan clrganrsasi scrta

pernberdayaan dan akuisisi sumbercl ayanya potensi sesuai clengan potensi claeral

yang bertalian erat dalarn Llpaya peningkatan pelayanan ataLr kepentingtrn pl5lik
sesuai dengtur visi dan misi organisasi pernerintahan (daerah) rnasing-masing.

Selaniutnya Miftah Thoha ( 1984:52) dalam hr.rbungan ini menyatakan, balrrva

:

"Dalam administrasi negara yang nrocrenr yang .rornplikatif, tidak

terpisahkan dari usaha peruriulgan issue dcsisi-desisi cL publik, I)rosL:s-

proses kerja dan penataan organisasi yang bercin publik pula dengan

sempunla -yang tercleseutralisasi yarlg akrab clengan kepcntiugilr-r

masyarakatnya".

Berdasarkan teori-teon dirnaksud krianya dapat disajikan suatu pandlngal,
bahrva diperlukan aclministrasi dan manajemen pemeimtahan vang baik untuk

menunaikan kewajiban pemenntahan dalam penyediaan ,,public Goods,, bagi

t1
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kesejahteraan warga masyaraliat Penyebaran kewenzmgan atau delegasi

kekuasaan dapat memfasilitasi alokasi dan peliwanan barang-barang clan .jasa

publik yang dilaksanakan oleh lernbaga-lembaga kedinasan yang tidak ada jarak

(distansi) dnegan publiknva. Adrninstrasi penrerintahan yang terclesentralisasr

dapat rnemfasilitasi alokasi dan distribusi barang-barang clan jasa-jasa pubiik b;gi
warga masyarakat untuk peningkatan kesej ahteraannya.

Pamudji (1994: 3) rnengatakan bahwa secara etirnologis pemenntah berasal

dari perkataan pemeriutait, sedangkan pernerintah b, rasal darj perl<ataarr

pernerintirh. Dalam kamus bahasa inclonesia (1995 . 756) kata -kata tersetrrrr

menrpunyai arti sebagai berikut :

2 l.l-1 Perintah adalah perkataan yang bemraksud rnenylruh melakukal

sesuatu.

2.1.1-2 Pemerintah adalah kekuasaan mernerintah sesuatu negara (daerah-

negara) atatt badari-badan yang tertinggi yang nrenrerintah scsualu

negara (seperti kabinet rnerupakan suatu pemerintah).

2.1 .1.3 Pemerintairan adalah peibuatan (cara, hal urusan) nremerintah.

Dalarn rnernbahas pernenntahan, Ennaya ( l99g :6) mernbcdakan

penger-tian Pernerintah dan Penrenntahan sebagai berikut :

'r Penrerintah adalah lernbaga atau badan baclan publik yang nrempunyai iirrrgsi

nrelakukan upaya urtuk mencapai tujuan negara.

r Pemedntah adalali ser.nua kegiatan lernbaga atau badan-badan yang publik

tersebtrt clalarn ntenialankan fungsinya untuk mercapai tujuan negara. .ladi

pemerintah dalarn aspek "dinarnikanya".

sedangkan pengertian "pemcrintahan" dapat dibetrakan clalarn 2 arti :

l. Petnedntah dalam arti luas adalah, segala kegiatan badan-badan publik yiurg

nlelipLrti kekttasaan eksekutif, legislatil, dan yuclikatildalarn usaha mencapai

tujuan negara.
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2. Pernerintahan dalam arti sempit adalah "segala kegiatan badan-badan publik

yang hanya meliputi kekuasaar eksekutif '.

Pengertian ini dipeqjelas lagi oleh Ermaya ( 1999 : 20) l ang mengatakan

bahwa kedudukan peurerintah adalah rnempakan suatu badan dtau waclah ciari

rakyat dalarn mencapai tujuan negara. Sedangkan proses kegiatarurya disebut

pernerintahan. Berarti pernerintahan aclalah rnerupakan proses kegiatan

pemerintah. Pemerintah tidak akan mempunyai peran apabila pemerintahan tidak

ada, karena pemerirrtah adalah menunjukkan sebagai lembaga yang tidak dinarrris,

sedangkan pemerintah merupakan kegiatan / proses aktitltas pernerintah.

Ializiduhu Ndaraha (1997 : 6) ntengatakan pengcrtian perneritrtahan

adalah gejala sosial, artinya teriadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat,

baik ind.ividu, kelornpok dengan kelompok, nlaupun antara individu clengarr

kelompok.

lJerdasarktur pen gertian-pengertian tersebut berarti pemerintahan adalah

suatu kegiatan (aktifitas), yaitu kegiatan dari pemerintah yang dalani

urelaksanakan kegiatan (aktifitas) tersetrut perarr birokrat sangat menentukan,

berhasil tidaknya suattr kegiatan pernerintah tergantung kepacla peran birokrat

(.aparattr). Dalam rnelaksanakan kegiatannya, ada 2 hal yang perlu diperhatikarr

oleh birokrat yaitu pelayanan terlraclap arus bawah dan pelayanan terhadap anrs

atas.

l. Pelayanan kepada arus bawah adalah pelayanan terhadap masyarakat yang

telali memberikan kekuasaan terhadap pemerintali.

2. Pelayanan kepada arus atas dimaksud adalah pelayanan kepada atasan. Dan

ini biasanya lebih didahulukan oleh para birokrat / aparat (lebih loyal ke

atas).

Menurut Ermaya (1998) untuk mengatur atau illenyeiurbangkan kedua

arLrs tersebut diperlukan rnana-jernen pemerintah, karena manajemen pemenntahan

adalah berkaitan derngam usaha-usaha menjalankan kekuasaan pernerintah dalanr

suatr negara. Dalam negara-negara yang sedarg berkembang biasanya jumlalr
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pegawainya sangat besar maka rnar)alelnerl pernerintah besar pengaruhnya untuli

rnengatLlr i ntengendalikan rnelalui keputusan-keputusriil dan kebijtrksirnaarr

negara.

lv{anajemen pernerintah terdiri kata lnana.iernen dan pernerintahan

Pengertian matrajettren acialah sebagai kernarnpuan vaug berhtrlrrutgtrn dengalr

usaha tertentr.r dengzur jalan rnenggunakan manusia dan berbagai surnber yang

tersedia dalam organisasi dengan cara seefisien nrungkirr. Seclangkan istilatr

pemerintahan mengacu kepada kegiatan lernbaga-lernbaga publik dalanr mencapai

tu.iuan negara. f)engan dernikian, rnaka rnana.ienren pemerintahan lrerarti suatrr

kegiatan urtuk mencapai tujuan negara dengan nrenggunakan berbagai stunbei'

yang dikrrasai negarn.

Ennaya (1998 : 5 ) mengatakan bahwa manajenten pernerintahan

merupakar proses penrberian birnbingan sumber daya aparatrrr, pengaturan clan

pengendalian yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan

meiaiui kegiatan oraug lain untuk mencapai tujuan penrerintah.

z\dapun prinsip unruln manajenren pernerintahan nrencakup btberapa

kegiatan, antara lain :

a. Adanya pembagian tugas pada anggota dalarn unit'unit kerja organisasi

pemerintah.

b. Perlunya disiplin, kepatuhan, ketaatan, atuftrn, tanggung.iawab, kewenangan

selilngga proses pengendalian sesuai dengan pedomall untuk mencapar

tujuan.

c. Penghargaan yang wajar dan sanksi sesuai kebutuhan.

d. Melaksanakan pekeqiaan sesuai prioritas.

e. lnovasi, kebersamaan, dan keamanan dalam bekerja.

t. Proses pengendalian kegiatan pemerintalr oleh aparatul penrerintah ci,rrr

bersama masyarakat.
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Pada dasantya tnartusia adalalr makhluk individu yang menriliki anrbrsi

pribadi dan sifat-sifat egois. Untuk rneniaga keselarasarr antala sitat-siflrt

individualis detrgan sifat-sifat sosral dalam masyarakat, maka setiap kelonrpok-

kelornpok atau organisasi rnembutuhkan pernirnpin dan pemimpin inilah yang

mengatur anggota-anggota kelompok atau organisasi tersebut.

George R. Teny (1986 : 343) n.rengatakan bahwa Sumber daya allaratrrr

adalah, hubungan antara satu orang atau lebih yaitu perninrpin nrenrpengaruhi

pihi*. Iain unttrk bekerjasarna secara sukarela dalam usaha rnengerjakan tuglrs

yarg berhubungan unrrrk mencapai halvang d.iinginkan oleh pernimpin tersebut.

Menurut Sondang sragian (1991 : 24). "surnber claya aparatur adalal

sebagai kemampuatr dan ketertunpilan seseorang yang mencluclukijabatan sebagai

pirnpinan sattlatt kerja ruttril< menipcngaruhi penlaku ora-ng lain tenrt1r56

bawahannya, untuk ber{ikir dan bertindak sedcmrkian rupa sehingga melalui

perilaku yang positif ia mernberikan surnbangsih nyata clalarn pencapaian tLrlutur

organisasi".

Paul l{ersey, Ken Bianchard (1994 : i00) mengatakan bahwa "sumber

daya aparatur adalah sebagai suatu proses mernpenganrlrr aktilitas scstrolallg iltlu
kelornpok tmtuk ntencapai tujuan dalanr situasi terterltu", dalanr esensinya srrrntrcr

daya aparatur mentpakan upaya pencapaian tujuan dengan tnelalut oranlJ-ora1u.

Kalau kita memperhatikan ketiga definisi di atas, dapat ditarik suatr kesimpr1larr

bahwa sumber daya aparatur itu adalah sebagai suatu proses untrrk mernpenuanrhi

atau membujuk orang lain untuk menuju suattr tquan ataupun sasaran bersana.

Dalam kaitan ini Jocke A. Edwin & Associates (1997 : 3) mer gkategorikan tign

elemen dalam sumber daya aparatur:

1. Stunber daya aparatur itu tnerupakan suatu konsep relasi (relational concept).

Sumber daya aparatrr hanya ada dalarn relasi dengan orang lain, dengan kata

lain tiilak ada penrinrpin bila ticlak ada pengikut atau orang lain yang

dipimpin.
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2. Sumber daya aparatur merupakan suahr proses artinya agar bisa menrinrpiri.

pernimpin harus melakukzut sesuatu, selan-jutnya dikatakan bahwa sr rnber

daya aparahtr lebih sekedar menduduki suatu proses otoritas kendati posisr

otoritas yang difbnnalkatr ntungkin sangat urenciorong rumber daya apariitur

tapi sekeden rnenduduki posisi itu tidak mernadai untut< membuat seseorang

trntuk rncnjadi peminrpirr

3. Sumber daya aparatur merttpakan caia menrbujuk orang lain agar bersedia

melaksanakan kebijakan yang diputuskan pimpinan lewat ber'bagai cara.

seper-ti mengg.rnakan otoritas yang terlegitimasi, rnenciptakan modal,

penetapall sasaran, memberi irnbalan dan rnemberi ht&rnuatr, restrukturisirsi

organisasi, dan mengkonturtikasikar sebuah visi. Ilerdasarkan uraiar diatas.

Maka jelas [rahwa stunber dava aparatur ilu melekat dalarn tliri scorang

pemimpin dan berhasil tidaknya seorang pernimpin dalam kelolnpoknya atau

organisasi yang clipirnpinny'a tidak bisa terlepas dari silat-srlat pribadi

pernirnpinnya.

Scgi huburlgan antala pirnpinan dan anggota kelompok clapat dilihat

adanya suirlu pola yang asirttctns artinya disatu pihnk nternpunyai pengaruh yang

lebih besar dari pada pihak i,ang lainnya, pengaruh yarrg besar ini timbul karena

adanya sifat.sifat ytrng dimiliki oleh pribadi pirnpinan. Adapun si{at-sitat pribacli

pimpinan itu oleh Ktmcoroningrat dalam buku Prof. DR. lvlar'at (1982 : ll3)
aclalah :

a. Sitat yang disenangi warga masyarakat

b. Sitat yang menjadi cita-cita bagi banyak masyarakat dan yang suka <litiru

oleh rnasyarakat.

c. Keurhlian yang akan diakui oleh warga masyarerkatnya.

d. Sifat yang diwujudkan oleh kekuatan {isiknya.

e. Sifat yang sesuai dettgan nonna-nornta rnasyarakat yang menrihki lanrbarrg-

larnbang pimpinan rasional yang ditentukan oleh adat istiadat.
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Sementara Ermaya (1985 . 79 - 80) nrengutgkapkan bahwa seorallg

pirnpinan harus meniiiki syarat-syarat :

a. lv{ernpunyai kecerdasan lebih

b. Mempunyai emosi yang stabil

c. Mempunyai keahlian dalatn rnonghadapi manusia

d. Bertaqwa kepada'Itilran Yang Maha Esa

e. Dan memilikikondisi lisik yang sehat dan kuat

Selanjutnya Vornon A. lv'lusseltrtan dau.lohn I'1. Jackson (1989: l8.l )

mengatakan bahwa seorang nranajer yang baik rnenyadari bahrva sumber tlaya

aparatur nienyalgkut 3 tmsur, yaitu : pemimpin, pengikut, dan situasi. Oleh sebarr

itu seorang manejer cenderung mempunyai gaya sumber daya aparatrr yang

berbeda namun manejer yang baik adalah manejer yang rnampu mettgubah

gayauya untuk disesuarkan dengan orang terteutu dengatt siapa mereka bekcrja

clan situasi tefientu dimana kelompok itu beracla.

Perninrpin yang baik adalah pcniinrpirt yang Inalnpu momaltanti

kepentingan orang perorangan serta l. elonrpol<nya dalarn orgartisasr )/ftu!r

mernbutrdrkan pengarahan rnendalam sehingga rentang kendali tnanajetnett

organisasi dapat berialan secara aiamiah.

Untuk memilih gaya surnber daya aptu'alur mana yang dianggap paling

baik, .leff Harris Jr. rnengatakan harus dengan rnemperhatiktrn berbagai fnktor

seperti faktor organisasi, pemirnpin (mauejer), bawahan dan situasi penugasan,

dan ini disebut dengan pendekatan contingency. Selanjutnya dikatakan bahwa

salah satu sitat pimpinall yallg perlu dirniliki adalah "perceptive" atau pelception

(penepsi) yaitu kemampuan untuk rnenggzutti atau mcnemukan kenyataan dari

suatu lingkungan berarti pirlpinan ltarus marnpu nreliltat, mengamati, rlart

memaharni keadaan atau situasi tempat kerjanya dalam alli bagailnarra

bawaLhannya, bagaimana keadirm organisaslnya, bagairnana situasi penugasiurn\ i.i

dan juga te4tang kemampuan dirinya sendiri. Dengan deurikian dapat disirnpulliar.r
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bahwa gaya surnber daya apmatur yang ideal adalah ntenggunakan SemLla Saya

yang ada sebaik mtulgkh yang berarti bairwa situasilnh yang urungkin

rnenentukzur gaya apa yang digunakan,

Akhirrrya penulis menyimpulkan bahwa, strmber daya aparantr aciniah

rnerupakan suatu faktor pada drri seseorang yang dapat ditumbuhkan, dipupuk clan

dikembangkan. liedangkan keefcktifan sutnber daya irparatur seseorang tidal<

senuta-urata tertuju kepada bawaharurya akan tetapi juga secara horizontal kepada

sesama pemimpin bahkan secara vertikal ke atas yaitu terhadap pernirlpin yang

lebih tinggi.

Kesirnpulan yang dia.iukan penulis tersebut berdasarlian sintesa dari teori-

teori para a.hli yang telah dturaikan sebeluilrya yarUl mertgganrbarktrn dtrneltsi

dan indikator yarlg akan digunakiu unttrk ntengukur variabel tersebut.

?.1.3 Birokrasi Kelurahan

Pada dasamya suatu organisasi rnerupakan pula suatu sistem, yang terdiri

dari turit-unit dan unsur-unsur. Setiap unit walartptllt mempunyai tugas datr

sasar.mnya sendiri, namun tiap unit tidak dapat melepaskan diri dari turit yang lain

karena :

l. Suatu unit tidak mungkin dapat berfungsi dertgan baik tanpa dibantu oleh

unit lain.

2. Tiap unit berkewajiban mendukung pelaksanaan fi.urgsi unti lainnya bi"a

selurtft organisasi ingin bergerak clertgan lancar clan ef'ekti1. clalttnr

utel aksanakan tugasnya u ntttk metrcapa i tuj uart.

Berasal dan kata bureau clan cracy, bureaucracr berarti suatu sistetl

administratif yang dijalankan sejumlah pegawai. Ia juga rnenrjuk kepada pelbagai

peratlran dan proseclur di Departemen pemerintahan atau organisasi se.ienis. Toh,

kata birokrasi tak pernah menirnbulkan persepsi dan asosiasi pada suatu sistom

vang sederhana, mudah lurus, dan rapi jaii. Ia justru berkonotasi btrtrk tentanll
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prosedu yang berbelit, mrnit, makatt waktu, dan penuh punEttan. Kalattpurt

lancar, birokrasi pasti berarti suatu sistem yang drjatankan terlalu ketat sesuai

aturan tertulis dan baku. Sedangkan untuk proses yang lebih baik, ctrkup disebut

sebagai sisterln adrninstrasi saia. Masuk alcal bila tak acla istilah "tertib birokrasi"

sebagai pengganti "tertib adnritrstrasi".

Ivlernang se.iurnlah kalangau rnenilai perlu dilakukan langkah rclbnna:sr

birokrasi saat ini. Sebab birokrasi itu hanrs drsesuaikan dertgan praclignra

zamannya. Refbrnrasi birokrasi itu nren-yangkul berbagai aspek. Aspeh perlarr)a

disebut struktural fungsional. Aspck inr rnenyangkut strukttr pemorintalran tlarr

birokrasi yang lebih efisien, linrgsi-lungsi birolirasi yang lcbih elbktif clalanr

rurelakukan tugas-tugas baru sesuai dengan pradigrna baru. Aspek Yang Ketiuir

disebut dengan pola kerja. Di Ilasir larnpau, birokrasi mcngeclahkan tlan

rnengarahkan. Sekarang birokrasi mempunyai fungsi melayani. Pada nrasa yang

lampau birokrasi intu menguasai, sckarang meurlasilitasi. DLrlu, birokrasi ittr rumir

dan ruwet dan terfutup. Padahal, seharusnya lebili sederhtrna dan transparan.Aspck

Ketiga,disebut dengan kultur kerja. lni tnenyangkut ketelaclzrnan clarr

kepernirnpinan para pejabat dalartr bekerja.Aspek keempat, SDI\4. Ini berkaitan

clengan reformasi birokrasi, yang rnenyangkut empat aspek pokok itu.

Tata penrerintahan yang bersih dan berwibawa telah lama menjadi harapan

bagi siapa pun di Republik ini. Narnun, upaya ke arah itu sunantiasa meryadi

bahan cerita yang tiada berkesudahan tanpa ada utrjudnya. Banyak faktor yang

m"rnyebabkannya. Beberapa diantaranya adalah korupsi, tidak dipattLhinya hukunr

sehingga pelaksanaarrrya sangat lemah, penggunanan kekuasaan yang melampaui

batas kewajamn, lemahnya konh'ol, serta lenralurya mental para petnirnpitr.

pejabat, dan pelaksana birokrasi pemedntah.

Dengan bahasa yang lugas clm singkat, world bank rnengartikan tirta

pemerirrtahan (trgovernance) sebagai sikap dirnana kekuasaan Qtower) digturakan

urtuk rnengelola sumber-srmlber ekonomi dan sosial dalarn rangka rnelakukan

pembangunan. I'ata pemerintahan yang baik dan trerwibawa (good governanc:(.1
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harus predictable, terbuka, dan proses pengambilan

kecurigaan. I'ata penrerintahan yang s€ inacanr itu harus dapat urelakukart

akuntabilitas, transparansi, tertruka, ntenerinra perbedaan dan kontrol rnasyarakat,

se(a keharusau penegakan rule of law se(:ara ekslusif. Ittunusan ini dengatr

sendirinya sesuai dengan kebutuhan world bank agar semua dana yang dikucurkan

rrntuk membantu melakLrkan penrbangunan di negara-negara berkernbang berhasil.

lvlenurut Josef Rtwukaho (1995 : 95) bahwa dalam setiap pelaksanaan

Otonomi Daerah yang bercirikan nrana.iemen modern membntuhkan sistetn

kegiatan rapat Birokrasi Kelurahtrn dengan instansi perangkat daerah otorrom,

agar sistem dapat berfalan clerrgan baik maka selur-ult kegiatan dalant sistem perirr

diposisikan di bawah kendali Rirokrasi Kelurahan untuk nrenjantin keberhasilan

program.

Efektifitas keberhasilan beryalannya Birokrasi Kelurahan dalarn banyak hal

ilitenttrkan , oleh bagaitnana nrenciptakan mckattistnc dan lata cara

tersclenggaranya Birokrasi Kelurahan, oleh se bab itLr ntekattisnte llirokrasi

Kelurahan akan tercapai rnelalui :

a. ;\danya persiapan strategis clari unsur-tutsur inslitusi.

b. Pemdntaall clan penyarripzuan data, inforrnasi atau rnelalui pctrdapat lbnrur-

fbrum Birokrasi Keluraltan yang sudah ada.

c. Te{alinnyakonsultasiliritaskelernbagaan.

Sugandha (1991 : l2) rnendefinisikan bahwa llirokrasi Keltraltan adalalr

penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-

organisasi yang berbeda firngsi agar secara benar-benar tnengaralt pada sasariilt

yang sama dalam rangka mernudahkan pencapaian ftrjuan dengan efisien.

Dengan demikian nraka prinsip Biroktasi Kelumhan sangat dibutulrkan

karena dengan Birokrasi Kelurahan inilah tujuan untuk terciptanya e{'esiensr

pelaksanaan tugas dapat tercapai dengan baik. Suatu mckanistne yang pcntirril

dalam Birokrasi Kelurahan adalarh perencanaan bersama. Suatu kegiatirn yartg
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akan rnelibatkan beberapa unit di tlalam suatu orgatrisasi atau beberapa instansi di

clalam pernerintalian akan dapat dilaksanakan bersama secara tertib dan Kelttrahatr

apabila pekerjaan tersebut direncanakan dulu secara bersama-sallta dan membuat

rencana itu akan-iadi milik bersalna.

' Pfifhter dan Prestltus (1960 111) mengalakatr bahwa Birokrasi

Kelurahan merupakan tugas pokok atau "flentrai 'lask" dari seorang eksekutif di

dalarn suatu organisasi yang besar, Pemegang "Central 'l'ask" ini di dalat''

pemerintahan adalah pe.iabat-peiabat yang lnernbuat kebiiaksanaan yang n ereka

menarnbah policy rnakin civil servants termasuk di dalammnya kepala

pemerintahan, kepal a-kepal a dinas dan lain-l ai n.

Pentingnya Elirokrasi Kelurahan atlalah untuk ntenghindatkan

kecenclerungan pernisahan diri clari unit-unit yang dibentLrh sebagai akibat adany'a

spesialisasi fungsi di dalam organisasi.

Sedangkan fungsi fiirokrasi l(elurahan menurut Soervamo (1982 . t19)

adalah :

a. Birokrasi Kelurahan adalah salah satu fungsi manajemen disampilg tungsi

perencanaan, penyusunall, penyt$unan pegarvai, pembinaan kerja, motivtrsi

clan pengawasan. Dengan perkataan lain bahwa Birokrasi Kelurahan adalah

linrgsi organik dari pirrrpinan.

Birokrasi Keluahan merupakan usaha untuk merliarnin kelancaran mekiutisme

prosedtr keda dari berbagai komponen dalarn organisasi.

Birokrasi Kelurahm adalah tnerupakan usaha yang rnengarahkan diut

menyaftrkankegiatantltrnsatuankerjaorganisasisehinggaorgarrisasibergerak

sebagai kesatuan yang bulat gtma melaksanakan selurtth ttlgas organisasi yang

diperlukan untuk rnencapai tujuannya.

Birokrasi Kelu"ahan adalah faktor dominan yang perlu cliperhatikan bagi

kelalgsulgan hiclup suatrr organisasi yang pada tingkat teftentu ditentukan

oieh kualitas usaha-usaha Birokrasi Kelurahan yang dijalankan.

b.

d.
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1.

untuk lebih memikirkan kepentrngan satuan kerja i unitnya dapat menibilwa akitrat

kepada tujuan organisasi secara keseluruhatr terabaikan. Oleh karena itu

diperlukan kesadaran / pengertian dari para pejabat burhwa Birokrasi Kelurahan

nrertrpakan syarat mutiak dalant penyelenggaraan pekeriaan demi tercal:airtya

tujuan. Adapun prinsip yang perlu diterapkan dalarn menciptakan Rirokrasi

Kelurahai mentrrut Sugandl-ra ( i991 : 4) adalah :

Adanya kesepakatan dan kesatutur pengertian mengenai sasaran yang harus

dicapai sebagai arah kegiatan bersama.

Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakzul yang harus dilakukan

ol eh rnasing-masing pihak, termasuk target d irn .i adwalnya.

Ada.nya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas

masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.

Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerja sanrir

mengertai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentrl, terntasuk masalah-

rnasalah yang dihadapi masing-rnasing.

Adanya koorclinator yallg dapat menrimpin tlan tnenggerakkan scrta

mernonitor ke{a sama tersetlut serta rnenillnpin pctnecahatt masali'lr

bersama.

Adanya infonuasi dari lierbagai pihak yang rnengalir kepada koordinator

sehingga koordinator dapat memonitor selumlt pelaksanaan kerja sanra tian

rnengerti masalah-rnasalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak.

Adanya saling mengiionnati terhadap wewenang lirngsional masing-rnasing

pihak sehingga tercipta setnatrgat tutt -rk saling ntetnbantu.

Berdasarkan traian di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa agar di

dalam suatu organisasi atau di dalam adminishasi pemerintah terdapat hasil kerja

yang efektif, maka setiap kegiatan manusianya harns benat'benar terBir"okrasi

Kelurahankan dengan baik.

J.

4.

5.

6.

7.
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Selanjutnya dengan teori-teori yang digarnbarkan di atas telah moncakup

dirnensi, indikator yang akan digunakan rmtuk mengukur variabel []irokrasi

Kelurahan tersebut.

Seriap warga negara pada dasamya butuh pelayaniur dari

Daiarn rangka memfasiiitasikan pemasiiriln kornoclitas yang cliproilrLksi

n'rasyarakat itu sendiri dart pelayanau publik yang nterek.r harapkan claLi

pemerint;rh, misalnl,a pendiclikan, pcnrbuatan K'l'P dan Iain sebagairl,a. Yarrg

dimaksud dengan pemerintah dalarn hal ini adalah Pemerintah Kelurahan.

Pemeriritah Kelurahan berfiurgsi melayani kebutuhan warga negara ),ang

bersangliutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 [Jndang-Undang, tentang

Pemerinlah Daerah Kab/claerah. Dalarn Undang-urdang tersebut disebutkan

bahwa Kewenangan Pemerjntah Kelurahan mencakup melaksanakan pelayanan

masyarakat yang terdiri dari :

a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat yang menjadi

kewenangannya.

b. Penyusunan dan ketetapan kebijakan pemberdayaan masyaraka yang

hrmbuh atas inisiatif masyarakat.

c. Pemeliharaan terciptanya ketentraman dan ketertiban, dan

d. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarahat.

Agar kebutuhan warga negara (rnasyarakat) dirnaksud bisa terpenuhi,

maka seorang pemirnpin harus mampu dan terampil meltrksanakan tugas yang ada

padanya, sehingga rnisi pemerintah yang siembannya dapat berhasil dengan baik.

Pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila Pemerintah dapat menyediakan dan

rnemberikan pelayar:ran sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dila.yani

(customer need) dan dapat rnenciptakan kepuasan maqyamkat (customer

satisfaction) walatrpun disadari bahrva masalah kebutuhan dalarn masyarakat tidak

statis dan selalu berubah-ubah se.jalan dengan perkernbangan sosial rnasyarak ,t.
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Ultuk uterespou liebutuhan 1-ang selalu benrbah-ubiih ini ntaka Pctltcritttalt ltitt'tts

selalu mengumpulkan data*data kebutuhan masyatuliat yttrtg trlittrat, katctta

dcngan data-data yailg terkumpul ini akan dapat disusurt sutttu standar pelayartiur.

L)engan perumusan pelayanan ini prmpinan dapat memerintaltl<an

bawalrannya (pegawainya) rnenjalankan tugas pelayanan sesuai clengan standar

pelayanan yang tela.h disusirn. Sehulrungan dengan hal tersebul, clalam era

globalisasi yang sedang berkernbang pada saat itii, kapabilitas pemerintah perlu

ditingkatkan dengan meningkatkan mrrtrr pelayanan tnasyarakat. Salah satLr syarat

dalam rneningkatkan kapabilitas pemerrntah adalah dengan cara mereforrnasi

bidturg aparahr pemeri ntah.

Ilnnaya Suradinata ( 1998 : 9) urengatakan bahwa, upaya yang pcrlrr

clilakukan cli dalarn mana-jernen pcrncrintalian untuk menghaclapi tantangan global

era refbrrnasi antara lairt :

a. Meningkatkan pelayantur kcpada rnasyarakat rlipclbagai bidatrg kclridupan.

b. Penguasaan mana.ientcn kelenrbagaan dall tata iaksana.

c. l)eningkatan kredibilitas stunber claya ntiutusia.

d, Mernberi pelal,anan J/ang lebih et'isien datarn prr ses acltntnislrasi

pernedntahan baik di Dacrah mauptm di tingkat ptrsat.

'fcrealisirnya fungsi perncrintah torgantung pada pelayanan tcrhaclap

kebutuhan yang diberikzur kepada rnasyarakat. Bilamana pelayanan tersebut strdatr

dillerikan secara efektif dan efisien rnaka pelayanan dapat dikategorikan baik.

Menrrut Peter F. Drucker dalarl btrktr .l.A.F. Stnoner 1982 . t4)

rnengatakan bahwa efisiensi adalah :

"That is, the abiliry to get thiugs tlonc correctly, is tutd "itrput-

otrtput" concept ancl efflcient manger is one who achieves oulput or

result, that rneasure up to the inputs (labour, menal, and time) uscd

to achieve. rVlanager who are able to minimize the cost tif

rcsor.u'ces. I'lte use to attailt goals arc actitlP.
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efficiently".(Keniarnputur untuk rncnyelesaikan segala sesuatu

dengan benar adalah honsep "inpul output" dan manajcr yzrllg

efisien adalah seseorang yang dapat mencapai tujuan output ata.i

hasil, dimana bertolak pada input/masukan (tenaga ket.ia, I ahan-

bahan dan waktu) yang biasa dicapai. IVlanajer adalah orang yang

dapat neminimumkziu sunber-surnber perrgeiuaran. Targetru,a

adalah mencapai sesuatu secara elisien).

Sedangkan tentang elbktifitas, Druclier mengataltan :

"Effegtiveness on the other hand, is the abiliry to choose appropr-iiirc,

objectives. An etl'ective manager is one rvho selects the nght things

to get dclne". (Keel'ektiliur dalam penger-tian lain adalah kemarnptrarr

rurttik mprnilih sasaran secara 1epat. Seorang rnarrajer yang efektii'

adalah ntarnpu menrilih pekerjaan yang tepat yang clapat

diselesaikan.).

Secara singkat pengertiart elisiensi dan efektifitas adalalr, ctisien bcrarti

rnelaktrkan atau menge{akan seslurtu secara benar (doing things riglrt). E1'ektilltas

adalah melaktrkan atau ntengerjakan tepat pada sasa.ran (doirrg tlre rigtrt llrirrg)

atatt melayatti sesuai dengan kebutuhan. Dcngan clemikran berarti ba[1,ir

ef'ektifitas pelayanan dapat tercapai apabila pelayanarr dirnaksud sudah terpenuiri

secara tepat sesaran irtau telpenuhi sesuai kebutuhal.

Pengerlian pelayanan lnenurut Moenir (1998 : l6-r7) adalah proses

pernenuhan kebutultan melalui akti{itas orang laiir. Dengan perkataan Iairr

pelayanan adalalt sebagai proses, yairu suatu kegiatal manajenen clalam nngka

pencapaiiur t uj uan organisasi.
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\pribadi \proscs \
Kqbutultan tcrcaluri

orang
Mentrut Aries Djaenuri 1 l99B : l0- I l)

dibagi dalarn 2 silat:

rnasyaraltal

a. Bersifat regulation atau law enforcement.

Misalnya : - Kartu'fanda Penduduk (KTP)

Izin -izin

S urat-strat keterangan lainnya.

b. Yang hersilat clemancl ciriven (services)

Misalnya : - Persampahan

Penerangan .lalart

Kelancaran got

Kebersitran I in gkun gan

Kelancaran transponasi

Penye6lizun panti-panti keteraurpi lan

- "l'arnart-tamiut

- Dan lain-lain

Pelayanan yang dirnaksudkan dalarn hal ini adalah pelayanan yang bersifat

regulation yaitu.

a. Pelayanan dibidang Kartrr'fanda Penducluk (KIP)

oroserry'

,/

lain

Pelal'2n6111 kePada
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b. Pelayanan surat-srrat kcrtcrrinuan

- [-ahir

- I)indah tcrrrpat tinggai

- SK'f-f (Sruat Kcteranilnr 'l'crnpal 'l'insgal)

- l{elaktran baili

- l(in'ang rnantpu

c. Pela_yanan keterarrqan dal U [j garrgguan

EI'ektifitas pelal"analt ltepiicla tnasyarakat ticiak terlepas clari pelap srupire r

daya aparatur tnulai dali proses perellcanailn, pelal<sanaan, pengawasan darr

evaluasr kinerja aparatnya.

Sondang P. Siagian (1985 : 70) mengatakan bahrva rialarn upaya

meningkatl<an efektifitas kerja. sumber clava manusiii citur srrmbcr cla1,a aparatrir

nrerniliki peranan utanra.

Diatas tadi suilah clijelaskan trahwa peran sulrrirer da-ya apararu. sar)ir,at

penting sejak dari pcrencaniliur. pelnl<sanaan. penga\vasar tlarr eyali-rasi kineilir
ai:aratunrya. Dalanr lral ini \'locnir (1998: I28 lz9) nrcngttakarr. pe:rlu rrrcnjildr

llerhatiarr para petrttttpin. bahua seliap ke'grzrlan varrg ciiial.;trkan oieh ses(:orarLi:

trdak terlepas dari berbagai :

a. Nlotif (daya clorong)

b. Sikap dan tingkah lakrr.

lt'lotit'aclalalr tlaya -vang tirrrbul dari rlalarrr diri sesooranp. \iap!.

mendorollg orang tersebut utttuk bcrbual sesuittu. \4otif dapat ditiurbrrlkarr rlarr

cialaln diri sescorattg karetta ada kebutulran dasar rrranrrsia yang bcrsifat urirvr-.r-sril

tetapi dapal lrga dirangsang dari lirar.

Sikap dan tingrkah laku yang dirnakstul di sini suar,r bentirk aktiiitas ekl]
ciau pikiran -vallg ditulukan pada ob-jel< tertenlu 1,np* seclang dihatjapi. Iliisrl riiirr

)(,Lt)
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aktititas tersebut yaitu suatu pilihan atau ketetapan hati terhadap objek itLr, scnitnit,

tidak senang, menerima, nrenolak, ragu, masa boclah, curiga dan sebagainl,a. 61'.,,

karena sikap itu ditujukan pada objek tertentu maka ia cenderung berubah sesuai

dengan perubahan objek.

[Jntuk memperjalas urasalah tersebut, dibarvah ini disajikan secara visual .

Iasil r;arya

V.
A1

Ivlotivator

I{asil karya

Vlotivator

A. Motif murni sikap perbuatan.

B. Motif hasrl rangsangan.

Dalam hal peningkatan pelayanan kepada rnasyarakat, Osbome dan

Gaibier t1992) telah rnembahasnya panjang lebar. Dirnana dalarn bahasannl,a

adalah berhrmpu kepada prinsip customer-driven govemment. Instrumennya

ad.tlah pembalilian mental nrodel para birokrat dari keadaan lebih suka clilayani

menuju pada lebih suka melayani. Birokrasi yang lebih suka dilayani

;\
A

l

l

Y
,\i

Manrrsia

*-----)

Motif

N4otif

]vlanusia
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rnenempatkan warga negara (customer) berada pada posisi terbawah. Ilirokrasi

yang lebih srfta rnelayatti menernpatkan warga negara (customer) beraila paiia

prutcak pirrulida dengan pernimpin berada pada posisi yang paling bawalr.

Sasaran akhir dan pelgembangan organisasi tidak Iain adalah tercapairryrr

pelayanarr teibaik pada masyarakat"

Datangnya era pelayanan terbaik kepada pelanggan (customer1 sangittiith

relevat dengan pnnsip pengernbarrgan daya saing dalanr drrnia usaira srvasta.

Seperli diketahrri, selain tnotlei da1,2 szting vang bertru'npu pada suruber da1,a atarr

rcsources-base contpctitivcrrc:;s (eara corrrpctence ) terdapat pula utodel claya sairrll

yarlg Lrertttntpu pacla nilai tertinltgi cli nrala pelanggatr (rlarket-basc

cornpctitiveness) dalarn tttana,icnten sektor publik pelayanan yang baik ke1;at1a

rnasyarakat telah rnen;acli bagran peltting dtui accountabilit1,rnanajctrrcrr.

Pada akhirnya pelal,anan yang diberikan oleh aparatur pemerintah hal ini

aparatur Pemcrintah Kelrrahnn kepacla rnasyarakat adalalr mcrtrpakan perwujLrdan

dari fingsi aparatur ilegara sebagai abdi masyarakat di sarnping sebagar abdi

negara.

Llerdasad<an uraian di atas, maka pcnulis rnenyirnpulkan bahr,va

el'ektifltas pelayanan masyarakat adalah suatu pelayanan yang ditierikan secara

efektil efisien dan teryangliau. Kesimpulan ini diajukur berdasarkan kepada tertri-

teori dari para trhli yang telah diurajkan sebehnnnya yar.rg lnenggambarltan

dimensi dan indikator yarig digtmakan untuk mengrrkur variabel elbkrifitas

pelayanan m asyarirkat.
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T}AT} ItI
PTINU'TUP

Pada rnasa seka-rang ini, mrsvaraliat semakirr kritrs apalagi menyangkur

hal pelayanan yang beriiubungan langsturg dengan rnasyarakat. Flal ini rnenunttrt

pentingtya memenuhi kebutuhan masyarakat haik dari segi kuantitas maupun

kualitas.

Peningkatan pelayanan nrasyarakat ditentukarr banyak faktor, salalr

satunya clengan mernperhatil<an elektifitas peiayanan masyarakal, dimanir

e{'elitifitas pelayanan tersebut dipengaruhr oleh Surnber Daya Aparatur Kelurahan

dan llirokrasi Kelurahan. SLirnber daya aparatur Pemerintali Keluralian merupakarr

liai yang esensial daiarn rnenjalankan roda pernerintahan di tingkat kelurahan.

sunrber daya aparatur secara ulnunl ttren-rpakan hal yang sarrgtrt rnenclasar'

schingga proses pelayanan dapat torlaksana dcngan baik.

Birokrasi Keltrrzrhan socara urnurll rnortrpakan iragian penting clari proscs

pe layanau rnasyarakat. llirokrasi Kelurahan rriernbrrtultkan pclaksanaan tlar i

apiir?rt itu sendiri secilr?r kesaclarart yang tinggi. l{al ini guna nrcningkatkan

produktifitas kerja aparat sehingga dapat rnertingkatkan kuantitas dan kualitas

dalan hal pelayanan rnasyarakat, selringga ltepLrasan rnasyarakat dapat ferlayanr

dengan baik.

Saran penilaian yang dilakukan oleh anggota nrasyarakat terlradap Surnber

Day'a Aparatur dan Birokrasi Kelurahan yang dapat rnenrpengaruhi e{ektilita:;

pelayanan masyarakat. Pengaruh ini tenryata rnerliliki bebera;a kondisi sebagai

berikut:

a. Sunrber daya aparatur Kelurahan rnenuniukkan aspek inisiatif yang ada perlu

dikernbangkan lebih baik lagi sebab dml bebeLapa responclen dan menilai

btilrwa kadar inisiatif aparat rnasih kategori biasa saja,

b Aspek Birokrasi Keluralran vang perlu diperhatikan disini a lalah, sebirtr

masih ada responden rienyatakan pemberian dan kelancaran infonnasi lianya
3I
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sewaktr-waktu saja. Aspek kerja yang perlu diperhatikan rnengenai dirncnsi

peiaksanaan progranl dirnana keterlibatan staf Lrntuk titl keria pel'lrr

diperhatikan lebih baik lagi agar kelancaran pelayanan masyarakat lebih baik

lagi. Aspek Iain adalah elisie nsi fasrlita,s kantor perlu diperregas iagi

rnengenai penggunaan alat tulis kantor seoara lebih lengkap.

c. Et-ektifltas pelayanan masyarakat mernihki kategori yang sudah bail< atas

pengaruh sumber daya aparatur yang ada dan Birokrasi Kelurahan, namurr

tingginya sumber daya nrornlur dan Birokrasi Kelurahan ternyata nrasili

belum mernenulti kepuasan nrasyarakat. Dalanr hal ini masiir banyali keluhan

ntasvarakat te'rhadap tvaktu pen-yelL-rrkn srrrat kcterang.an clan taklor biavtt

pengurusan surat-surat kotsrangan.
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